BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan dacrah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan Mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Widjaja,2001).

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain
adalah membebaskan pemerintah dari beban-beban yang tidak perlu dalam
menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan
mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan
mengambil manfaatnya.Pemerintah harus mampu mengembangkan otonomi
daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka
pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga
hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan serta seluruh potensi
masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemampuan daerah dalam bidang keuangan menentukan
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merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat otonomi
suatu daerah. Artinya daerah otonomi harus memilikinkewenangan dan
kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan
ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin,
sehingga otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian
kevangan daerah. Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam
membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa
besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan
seberapa efektifnya target-target perencanaan terhadap realisasinya serta
dengan pola data masa lampau dipakai untuk mempelajari faktor-faktor
penyebab perubahan untuk dimanfaatkan sebagai perencanaan masa yang
akan datang (Mariani,2008).

Kenyataan yang terjadi selama ini adalah rendahnya proporsi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah sangat bergantung kepada
sumber dana dari pemerintah pusat yaitu dana transfer,baik untuk
pengeluaran rutin  maupun pengeluaran pembangunan. Salah satu
konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya sumber-sumber
keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi
(Syarif,2000 dalam Syamsuddin,2003).

Adapun ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu
berotonomi, terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerahnya, artinya tingkat ketergantungan
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diharapkan PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana
penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah sewajarnya PAD
dijadikan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah karena
PAD sekaligus dapat meningkatkan kemandirian daerah.Kemandirian daecrah
menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri
kegiatan  pemerintah, = pembangunan dan  pelayanan  kepada
masyarakat.Kemandirian daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin mandiri suatu daerah,
semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi
daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan
terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang
terjadi di  daerah akan semakin kuat, (Wahab,2002 dalam
Syamsuddim,2003).

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah :

a. Peningkatan pelayanan dari kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik

b. Pengembangan kehidupan demokrasi

c. Keadilan

d. Pemerataan

e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta

anfardaerah dalam rangka keutuhan NKRI.

~ - " Y D T L P S



g. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran
sertamasyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Desentralisasi Fiskal

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah adalah untuk mendukung
pembangunan nasionaldemi tercapainya pemerataan kapasitas daerah dari
berbagai aspek. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan antara
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota saling
terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan. Salah
satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi
dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau
desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan
untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah (Halim,2004).

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah
satu tujuan negara, terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik
dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih
demokratis. Dengan desentralisasi akan terwujud pelimpahan wewenangan

kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan
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dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat. Dorongan desentralisasi yang
terjadi di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara berkembang,
dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya, latar belakang atau pengalaman
suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam
pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan
masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi di beberapa negara, dan yang
terakhir, respons terhadap banyaknya kegagalan yang dialami oleh
pemerintahan sentralistis dalam memberikan pelayanan masyarakat yang
efektif (Annisa,2012).
Tujuan Desentralisasi Fiskal :
1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerahdan antardaerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi
kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional
4, Tata kelolatransparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan
pengalokasian Transfer ke Daerah yang tepat sasaran, tepat waktu,
efisien, dan adil.

5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi.

Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia saat

ini adalah Desentralisasi Fiskal Luas Terkendali (mulai tahun 2005 s.d
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fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi distribusi dan fungsi
stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang
lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakatsetempat. Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus berfungsi sebagai
pemerata fiskal daerah juga merupakan faktor yang paling dominan dalam
mendorong pertumbuhan eckonomi daerah. Kebijakan DAU dan DAK sangat
efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah. Kebijakan
desentralisasi fiskal di Indonesia diharapkan mampu mengurangi

kesenjangan pendapatan antar daerah (Nugroho,2000).

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam kegiatan suatu organisasi baik kecil maupun besar apalagi

organisasi pemerintah yang sangat luas dan kompleks memerlukan alokasi
dana yang cukup memadai. Hal tersebut diperlukan untuk membiayai
program dan kegiatan organisasi pemerintah yang berkesinambungan.
Pembiayaan yang berkesinambungan tersebut dialokasikan dalam kelompok
pendanaan rutin yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belaja
Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar
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daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun
anggaran (Chalid,2005).

Proses penyusunan APBD sebelum otonomi daerah berbeda dengan
setelah era otonomi daerah. Penyusunan APBD sebelum otonomi daerah
tidak melibatkan masyarakat secara langsung terhadap program atau
kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga aspirasi masyarakat kurang
mendapat perhatian. Penynsunan anggaran lebih memerhatikan petunjuk -
petunjuk dari pusat yang lebih bersifat sektoral.Setelah era otonomi daerah,
penyusunan APBD lebih mengutamakan nuansa masyarakat yang benar -
benar dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang diidentifikasi
bersama dengan potensi lokal yang dimiliki (Annisa,2012).

Didalam APBD terdiri dari:

a. Anggaran Pendapatan, meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, dan
penerimaan lain-lain yang sah.

2. Bagian dana perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil,
DAU, dan DAK.
3. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana

darurat.

b. Anggaran belanja, yaitu belanja yang digunakan untuk
keperluanpenyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
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tahun anggaran yang bersangkutan maupun untuk tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Dari data yang tertuang dalam APBD dapat dilihat kondisi
keuanganpemerintah daerah.Dari sisi pendapatan, dengan membandingkan
PAD dengan total pendapatan dapat dilihat kemandirian suatu daerah,
semakin tinggi PAD semakin tinggi juga kemandirian daerah tersebut dalam
keuangannya. Sedangkan untuk pengeluvaran dapat dilihat dari
kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung
mengalokasikan dapanya untuk belanja yang terkait dengan upaya
parfumbuhan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang

sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai (Chalid, 2005).

4. Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan pemerintah daerah yang
diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga dari
pendapatan-pendapatan daerah lainnya yang sah.Pendapatan asli daerah
merupakan salah satu dari komponen sumber pendapatan daerah yang telah
diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut
menjelaskan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat

diukur dengan uang karena kewenang yang diberikan oleh masyarakat
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Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang
dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan
daerall yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang
mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh
dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan
pendapatan tersebut dan atan dikurangi dengan bz;gian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis
pendapatanyaitu:

1. Pajak Daerah.
a. Pajak Provinsi
b. Pajak Kabupaten/Kota

2. Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa
Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan.

4, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu: Hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau
pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro,

pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar
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lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh
daerah.

Pendapatan asli daerah sangat berperan penting dalam melaksanakan
pembangunan suatu daerah.Oleh karena itu dihimbau untuk pemerintah
daerah untuk menggali sumber daya yang ada didacrah masing-masing
untuk dapat menghasilkan pendapatan.Dengan meningkatnya PAD yang
diperoleh oleh masing-masing daerah dapat mengalokasikan pendapatannya
untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat. Upaya meningkatkan kemampuan
penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada
usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar PAD tersebut terus
meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil
ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari Pemerintah pusat (Halim,

2004).

5. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan
kepada daerah yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada

pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang
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untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
(Bastian,2006).

Tujuan dari DAU untuk pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Jumlah penerimaan DAU setiap tahunnya di
tetapkan oleh presiden dan penerimaan setiap dacrahnya berbeda-beda, hal
tersebut sudah diatur oleh peraturan pemerintah daerah Cara menghitung
besaran DAU yang akan diterima oleh masing-masing daerah adalah dengan
menggunakan rumus statistik yang kompleks, yaitu dengan variabel jumlah
penduduk dan luas wilayah yang ada dalam daerah masing-masing (
Solihin,2001).

Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing
dacrah ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usulan Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah.Usulan Dewan Pertimbangan Otonomi
Dacrah setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang. Faktor
Penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk memperhitungkan dari
kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban
pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah.Usulan Dewan
Alokasi Umum untuk masing-masing daerah disampaikan oleh Dewan

Pertimbangan Otonomi Daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum kepada

et nmntonn nn Ammanls ANlalnnealiae Alalh Afantart T ananaan oanara



Rumus DAU ini di peroleh

DAU=CF + AD

DAU= Dana Alokasi Umum
CF = Celah Fiskal
(CF=Kebutuhan Fiskal — Kapasitas Fiskal)

AD = Alokasi Dasar

. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk
mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan
prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas
kepemerintahan di bidang tertentn, khususnya dalam upaya pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakatKegiatan
khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.
Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan
pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik
pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk
pengadaan sarana fisik penunjang (Ahmad,2008)

Datam keadaan tertentu DAK dapat membantu biaya pengoperasian
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tetapkan setiap tahun dalam APBN di dasarkan masing-masing bidang
pengeluaran  yang di sesuaikan dengan kebutuhan Semakin besarnya
penerimaan sumber-sumber penerimaan daerah mendorong kemandirian
daerah akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di bandingkan
sebelum otonomi daerah. Dana alokasi khusts merupakan sumber keuangan
lainya yang di pergunakan untuk kebutuhan khusus daerah(Widjaya,2001).

Undang Undang No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DAK
dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan
desentralisasi untuk :

1. Membiayai kegiatan khusus yang ditentukanPemerintah Pusat

atas dasar prioritas nasional

2. Membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
Dalam menjalankan kebijakan DAK, langkah kebijakan yang
dijalankan oleh pemerintah dibagi menjadi 4 kelompok besar
yaitu penetapan program dan kegiatan, penghitungan alokasi
DAK, arah kegiatan dan penggunaan DAK, dan administrasi

pengelolaan DAK.

Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, vaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK

2. Penentuan besaran aloksi DAK masing-masing daerah.
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Adapun penentuan daerah tertenty tersebut harus memenuhiKriteria
umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.Sedangkan besaran alokasi untuk
masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan
kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, Penentuan masmg-
masing kriteria sebagai berikut (Syamsuddin,2003):

1. Kriteria Umum

Kriteria umum  dirumuskan berdasarkan kemampuan
keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD
setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dalam
bentuk formula, kriteria umum tersebut dapat ditunjukkan pada
beberapa persamaan di bawah ini:

Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD —
Belanja Pegawai daerah

Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH - DBHDR)

Belanja Pegawai Daerah = Belanja PNSD

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR =Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

PNSD = Pegawai Negeri Stpil Daerah
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Untuk menjaga peruntukan DAK agar tepat sasaran, maka alokasi

"DAK ditentukan dengan melibat keberadaan dana lainnya di daerah yang

bersangkutan, seperti DBH, dan DAU.

2. Kiriteria Khusus
Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus dan
karakteristik daerah.Untuk perhitungan alokasi DAK, kriteria
khusus yang digunakan yaitu:

a.Seluruh daerah kabupaten/kota dan daerah tertinggai/terpencil.

b. Karakteristik daerah yang meliputi: daerah pesisir dan pulau
pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, dacrah
rawan banjir/longsor, dacrah yang masuk dalam kategori
ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

Dari hal ini, seluruh daerah kabupaten/kota dan daerah

tertinggal/terpencil diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi DAK.

3. Kriteria Teknis
Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang
dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasaran dan tingkat
kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis

pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Kriteria teknis kegiatan
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a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan

b. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan

c. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan
Infrastrukfur Air Minum dan Senitasi dirumuskan oleh
Menteri Pekerjaan Umum

d. Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri
Dalam Negeri

e. Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh Menteri
Keiantan dan Perikanan

f. Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian

g. Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri
Lingkungan Hidup

h. Bidang Keluarga Berencana dirumuskanmoleh Kepala Badan
Koordinator Keluarga Berencan,Nasional,

i. Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan

j. Bidang Sarana dan Prasaranan Pedesaan dirumuskan oleh
Menteri Negara,Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

k. Bidang Perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan

7. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
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perolehan tanah dan bangunan, peralatan dan aset tak terwujud. Belanja di
akul pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara /
daerah.Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuanya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut di sahkan
oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.Dalam tugas menjalankan
fungsi pemerintahan, aparatur berwenang untuk mengeiola keuangan yang
ada, agar dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelayanan publik serta
mendorong perekonomian daerah (Widjaja,2001).

Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan
aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah
daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif
penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat
memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh
dari pelaksanaan anggaran belanja modal. Penyediaan fasilitas publik yang
sesuai dengan kebutuhan publik merupakan keniscayaan, bukan suatu pilihan
(Solihin,2001).

Belanja Moda! dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengelvaran/biaya yang digunakan
untukpengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan
sewa tanah,pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah,

pembuatan sertifikat, danpengeluaran lainnya sehubungan dengan
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2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

3.

digunakan untukpengadaan,penambahan, penggantian dan peningkatan
kapasitas peralatan dan mesinserta inventaris kantor yang memberikan
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dansampai peralatan dan mesin
dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Gedung dan BangunanBelanja Modal Gedung dan
Bangunan  adalah  pengeluaran/  biaya  yang  digunakan
untukpengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran
untuk perencmman,pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung
dan bangunan yang menambahkapasitas sampai gedung dan bangunan
dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi
peningkatan pembangunan, pembuatanserta perawatan, dan termasuk
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan danpengelolaan jalan irigasi
dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasidan jaringan
dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya adalah
perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam
criteriabelanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
dan jalan irigasi danjaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja

modal kontrak sewa beli, pembelianbarang-barang kesenian, barang

- o



Rumus belanja modal di peroleh :

=

Belanja Modal= | Belanja tanah, belanja peralatanan mesin
+ belanja gedung dan bangunan + belanja
jalan,irigasi,jaringan + belanja aset lainya

. Hipotesis
1. Dana Alokasi Umum Daerah Otonomi Baru

Gustiana (2014) menyimpulkan hasil penelitianya di Pemerintah
Kabupaten Soppeng. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Hasil yang sama di kemukakan oleh Stepvani di
Provinsi Sulawesi Utara (2013) yang menyatakan DAU berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang tidak sejalan dengan
penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang di lakukan oleh Ariani (2010).
Di Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah Karesidenan Surakarta. Dana
Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan
daerah.

Penelitian yang di lakukan Atmadja (2010), Hasil penelitan
menyatakan Dana alokasi umum untuk seluruh kabupaten baik daerah hasil
pemekaran maupun daerah induk pasca pemekaran mengalami peningkatan
yang cukup signifikan.

Komponen terbesar dalam dana transfer pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah adalah DAU. Dampak dari otonomi daerah terhadap

alokasi DAU dan akhirnya membebani APBN sebenarnya lebih bersifat
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pada perhitungan daerah induk dan baru kemudian dibagikan berdasarkan
proporsi tertentu antara daerah induk dan daerah otonomi baru (DOB).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis'; satu penelitian ini adalah
sebagai berikut :

H;, . Apakah ada perbedaan rat-rata Dana Alokasi Umum Pemda
induk sebelum dan sesudah daerah otonomi baru.
Hjys, . Apakah ada perbedaan Dana Alokasi Umum Pemda induk
2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah daerah otonomi baru.
Hj. . Apakah ada perbedaan Dana Alokasi Umum Pemda induk
1 tahunsebelum dan 1 tahun sesudah daerah otonomi baru.

2. Dana Alokasi Khusus Daerah Ofonomi Baru

Wandira (2013) menyimpulkan hasil penelitianya adalah Dana
Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil yang sama di
kemukakanMualimdi Kabupaten/Kota Papua Barat(2010). Dana Alokasi
Khusus berpengaruhterhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang tidak
sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang di lakukan oleh
Anwar dan Hidayat (2011).Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Rizki (2007), Hasil penelitian menyatakan
APBD kota Bandung yang termasuk dana perimbangan (DAU dan DAK)
sebelum dan sesudah pelaksanaan UU otonomi daerah UU No.32/2004 dan
Ul No.33/2004 mengalami perubahan pada sruktur anggaran nya.

Dalam kemandiriaan keangan daerah otonomi baru, tidak semua

- 9 . . P o B T TY cvmee Lo m ™ rerr dremee =mreres fw



digunakan di suatu wilayah dalam membiayai kegiatan khusus tergantung
pada tinggi rendahnya transfer DAK dari Pemerintah pusat. Apabila jumlah
transfer DAK dari Pemerintah pusat tinggi, maka pemerintah daerah akan
membiayai kegiatan khusus tersebut dengan dana yang tinggi pula, dan
begitu juga sebaliknya

Berdasarkan uraian diatas maka bipotesis penelitian kedua ini adalah
sebagai berikut :

Hj, . Apakah ada perbedaan rat-rata Dana Alokasi Khusus Pemda
induk sebelum dansesudah daerah otonomi baru.
Hiy, . Apaksh ada perbedaan Dana Alokasi Khusus Pemda induk
5 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah daerah otonomi baru.
H,. .Apakah ada perbedaan Dana Alokasi Khusus Pemda induk
1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah daerah otonomi baru.

Alokasi Belanja Modal Daerah Otonomi Baru

Ariani (2010) menyimpulkan hasil penelitianya adaleh Belanja
Modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil
yang sama di kemukakan Arwati dan Hadiati (2013) Pendapatan Asli
Dz_lerah berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
Penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian
yang di lakukan oleh Zulkifli pada kab/kota di Prov. Sulawesi Selatan
(2013) kemandirian fiskal tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja
Modal.

Penelitian yang dilakukan Rizki (2007), Hasil penelitian menyatakan

APBD kota Bandung yang termasuk belanja daerah (belanja modal)
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mengalami peningkatan dari tahun sebelum dan tahun sesudah pelaksanaan

UU otonomi daerah UU No.32/2004 dan UU No.33/2004

Belanja modal merupakan komponen penting guna mendukung
pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah. Oleh karena itu,
Pemerintah Pusat senantiasa mendorong bahkan mengaturdaerah secara
khusus agarproporsi belanja modal dalam APBD cukup memadai. Karena
proporsi belanja modal lebih tinggi untuk DOB dibandingkan dengan non-
DOB. Hal ini dikarenakan DOB memerlukan belanja modal yang besar
untuk memenuhi berbagai sarana dan prasarana pemerintahan baru.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ketiga ini adalah
sebagai berikut :

Hj, . Apakah ada perbedaan rat-rata Alokasi Belanja modal Pemda
induk sebelum dan sesudah daerah otonomi baru.
Hz;, : Apakah ada perbedaan Alokasi Belanja modal Pemda induk
2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah daerah otonomi baru.
H,. .Apakah ada perbedaan Alokasi Belanja Modal Pemda induk
1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah daerah otonomi baru.

C. Model Penelitian
Model penelitian ini menggunakan gambar yang menunjukan dana

alokasi umum, dana alokasi khusus, dan alokasi belanja modal yang terdapat
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Tabel 2.1

Model Penelitian

Sebelum Daerah Otonomi Baru Sesudah Daerah Otonomi Baru

f Dana Alokasi Umum Pemda \ / Dana Alokasi Umum Pemda \

Induk Induk
Tahun 2005 dan 2006 Tahun 2008 dan 2009
Tahun 2006 dan 2007 Tahun 2009 dan 2010
\ Tahun 2007 dan 2008 / \ Tahun 2010 dan 2011 /
/ Dana Alokasi Khusus Pemda \ ( Dana Alokasi Khusus Pemda \
Induk Induk
Tahun 2005 dan 2006 Tahun 2008 dan 2009
Tahun 2006 dan 2007 Tahun 2009 dan 2010
Tahun 2007 dan 2008 J \ Tahun 2010 dan 2011 /
/Belmja Modal Pemda Induk\ ﬁBelanja Modal Pemda Induk \
Tahun 2005 dan 2006 Tahun 2008 dan 2009
Tahun 2006 dan 2007 Tahun 2009 dan 2010
Tahun 2007 dan 2008 Tahun 2010 dan 2011




